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ABSTRAK 

Dusun Pangukrejo terletak di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Merujuk pada UU Penataan 
Ruang No 26 tahun 2007 bahwa kawasan yang rawan direkomendasikan untuk tidak ditinggali 
kembali. Namun sebagian masyarakat di KRB III Gunung Merapi memilih untuk tetap tinggal 
menetap di daerah tersebut. Sebagian beralasan karena mendekati sumber ekonominya seperti 
peternakan dan pariwisata. Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi amanat UU No 6 tahun 2014 
tentang Desa menjadi sangat penting keberadaannya di lingkungan desa yang masuk dalam 
kawasan rawan bencana tersebut. Dengan adanya sistem data administrasi desa yang rapi dan 
terbuka bisa menjadi bagian dalam mendukung kesiapsiagaan bencana dan pariwisata sensitif 
bencana. Subjek pengabdian masyarakat adalah Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan 
Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dusun Pangukrejo adalah wilayah pedukuhan yang masuk 
dalam KRB III Gunung Merapi erupsi tahun 2010. 

Kata kunci: Sistem Informasi Desa (SID); Kawasan Rawan Bencana III; Kesiapsiagaan Bencana. 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah wilayah yang sebagian masuk dalam Kawasan Rawan Bencana III, maka 
sebagian Desa Umbulharjo pada dasarnya tidak boleh lagi ditinggali secara permanen. Hal ini 
sesuai dengan UU Penataan Ruang Nomor 36 tahun 2007, bahwa masyarakat yang hidup di 
kawasan yang berbahaya dan rawan untuk direlokasi. Namun karena kondisi tertentu, sebagian 
masyarakat masih tetap tinggal di kawasan tersebut, dan sisanya memilih menetap di Hunian Tetap 
yang telah disediakan oleh Pemerintah pasca erupsi Merapi 2010 yang lalu. 

Pada saat erupsi Merapi 2010 banyak dusun maupun desa di sekitar Merapi yang terdampak erupsi 
sulit memberikan data konkrit warga terkait dengan kerugian bencana erupsi. Beberapa hal yang 
terkait dengan hal tersebut, seperti tidak update-nya data atau karena data warga beberapa hancur 
karena erupsi Merapi. Basis manajemen data yang kurang bagus bisa menjadi hambatan tersendiri 
bagi pembangunan, khususnya dalam hal pemetaan kerugian warga dalam tahap rehabilitasi 
bencana. 

Pengalaman Kelurahan Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten saat erupsi Merapi 2010 bisa 
menjadi pembelajaran. Kelurahan Balerante telah menggunakan Sistem Informasi Desa jauh 
sebelum erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Setelah erupsi Merapi mereda, pengurusan ganti rugi 
bisa masyarakat ketahui melalui website Balerante, begitu juga tahap-tahapnya. Pemerintah juga 
bisa tahu informasi terkait demografis masyarakat Balerante melalui website http://balerante-
klaten.sid.web.id. Pengalaman Kelurahan Balerante bisa menjadi acuan bahwa sistem informasi 
desa besar manfaatnya bagi desa dan masyarakat setempat. Selain Kelurahan Balerante, 
Kelurahan Nglanggeran juga menggunakan Sistem Informasi Desa. Berbeda sedikit dengan 
Kelurahan Balerante, untuk Kelurahan Nglanggeran dengan alamat webnya http://nglanggeran-
patuk.desa.id tidak hanya digunakan sebagai media informasi dan pelayanan desa, namun juga 
mendukung pariwisata di kelurahan Nglanggeran. Kebetulan Desa Nglangeran telah dikenal 
sebagai salah satu destinasi wisata yang populer di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Gunung 
Kidul, yakni wisata Embung dan Gunung Purba Nglanggeran. 

mailto:zeinmufarrih@gmail.com
http://balerante-klaten.sid.web.id/
http://balerante-klaten.sid.web.id/
http://nglanggeran-patuk.desa.id/
http://nglanggeran-patuk.desa.id/
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Setelah melakukan observasi dan diskusi bersama masyarakat dan kepala dukuh Pangukrejo, 
maka temuan kebutuhan krusial bisa dipetakan sebagai berikut: 
 
1. Bentuk pelayanan pemerintahan desa berbentuk data-data yang diinformasikan. 

2. Penyediaan informasi terkait dengan pariwisata 

3. Penyediaan informasi masyarakat terkait dengan peternakan, pertanian dan aset warga, serta 

4. Penyediaan informasi terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. 

Berikut kebutuhan informasi Desa yang dibutuhkan Desa Umbulharjo, khususnya di Dusun 
Pangukrejo; 

 

 
Gambar 1. Informasi pemetaan di Desa Umbulharjo 

Informasi terkait dengan data. Pada dasarnya sistem informasi desa adalah cara bagaimana desa 
mampu mengumpulkan data yang lengkap dan kemudian di informasikan kepada masyarakat. Data 
adalah seperangkat hal sifatnya spesifik, terkait dengan fakta objektif atau hasil pengamatan, 
berdiri sendiri, fakta tidak mempunyai makna yang hakiki, namun dengan mudah bisa di tangkap, 
ditularkan, dan diarsipkan atau disimpan (Pearlson dan Saunders, 2010:13). Sedangkan informasi 
adalah terkait dengan data yang diberikan sesuai dengan keperluan dan tujuannya (Druker, 1988 : 
Pearlson dan Saunders, 2010:13). Mengacu pada riset-riset terdahulu terkait dengan informasi, 
komunikasi dan bencana, ada beberapa acuan yang menarik sebagai dasar pengembangan 
penelitian sistem informasi, khususnya dalam konteks sistem informasi dan kebencanaan. Pertama 
adalah penelitian yang dilakukan Setio Budi HH berjudul Komunikasi Bencana : Aspek Sistem 
(Koordinasi, Informasi dan Kerjasama) pada Jurnal Komunikasi Volume 1 nomor 4 Januari 2012. 

Studi dikembangkan dalam ranah komunikasi bencana, yakni manajemen komunikasi dalam 
penanggulangan bencana, seperti melalui pendekatan dimensi informasi, koordinasi dan kerjasama. 
Jika Setio Budi (2012) komunikasi bencana berangkat dari pendekatan manajemen bencana dalam 
sistem informasi, koordinasi dan kerjasama antar institusi dalam penanganan bencana, maka 
Rudianto (2015) dalam artikelnya berjudul Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana yang di 
terbitkan oleh Jurnal Simbolika Volume 1 tahun 2015 lebih menjelaskan dengan pendekatan konsep 
apa yang dimaksud dengan komunikasi bencana. Rudianto mencoba menjelaskan apa itu 
komunikasi bencana yang dibangun dari rasionalitas tentang komunikasi sebagai kebutuhan untuk 
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mengurangi ketidakpastian. Rudianto (2015) mengutip Haddow dan Haddow (2008) pada 
dasarnya ada 4 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yakni 1). Costumer focus, 
siapa yang menjadi khalayak yang menjadi fokus informasi tersebut, 2). Leadership commitment, 
posisi pemimpin atau orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat harus memiliki komitmen 
dalam pengurangan resiko bencana, atauapun dalam keadaan darurat dan pasca bencana, 3). 
Situational awarness, adalah sadar akan situasi tertentu, dengan mampu mengolah informasi yang 
penting dan terkendali sesuai dengan kebutuhan khalayak publik yang mendapatkan informasi, 4). 
Media partnership, mempunyai media partner yang bisa menyampaikan informasi terkait bencana 

secara teratur dan terkendali kepada publik. 

Selain dalam pendekatan komunikasi bencana seperti yang telah dijelaskan di atas, riset yang 
cukup menarik untuk disimak adalah penelitian yang mencakup pendekatan informasi sebagai 
bagian dari literasi bencana. Ada dua artikel yang menjadi rujukan peneliti dalam kajian literasi 
bencana yakni artikel jurnal dengan judul A Proposed Disaster Literacy Model yang ditulis oleh Lisa 
M. Brown, Jolie N. Haun, dan Lindsay Peterson pada tahun 2014. Brown, Haun dan Peterson (2014) 
menawarkan sebuah model literasi bencana. Model literasi bencana yang ditawarkan adalah hasil 
dari proses penelitian mereka yang cukup lama. Model literasi bencana yang diciptakan adalah 
pengembangan dari literasi kesehatan. Pada model literasi bencana ini Brown dan kawan-kawan 
mencoba membuat model cara mengukur pemahaman bencana. Tidak hanya Brown dan kawan-
kawan, studi literasi bencana juga dikembangkan oleh Gatut Priyowidodo dan Jandy Luik yang 
artikelnya berjudul Communcating Disaster Mitigation Literacy to Coastal Communities in Pacitan 
Indonesia, dipublikasikan di American International Journal of Research in Humanities, Art and 
Social Sciences, Vol 5 No 2 tahun 2014. Pada penelitian ini Priyowidodo dan Luik lebih menitik 
beratkan pada bagaimana masyarakat di pesisir Pacitan dalam memilih media dan mengelola 
media untuk kebutuhan literasi mereka terhadap bencana. Mengacu pada kajian literatur di atas, 
bahwa kebutuhan akan pengelolaan dan manajemen informasi menjadi sebuah kebutuhan. Sistem 
informasi yang baik menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dan tantangan masyarakat di 
Umbulharjo khususnya di Pangukrejo adalah: 

1. Membangun good governance dengan pelayanan pemerintah yang profesional melalui 
pengembangan teknologi informasi. 

2. Kurangnya data informasi pariwisata Lava Tour di desa Umbulharjo, Khususnya Dusun 
Pangukrejo. 

3. Kurangnya data informasi sebagai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah KRB III. 
4. Kurangnya informasi terkait data peternakan dan pertanian di daerah yang dikelola oleh 

masyarakat Pangukrejo yang masuk dalam zona rawan bencana III. 
 
Jika dilihat kondisi di lapangan, maka perlu adanya pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa 
Umbulharjo khususnya Dusun Pangukrejo. Banyak kebutuhan basis informasi dan pelayanan 
yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi Desa. Berdasarkan data yang 
diperoleh, tantangan yang dihadapi masyarakat di Dusun Pangukrejo adalah bagaimana 
membangun sistem informasi online sebagai pendukung pelayanan pemerintahan desa, mitigasi 
bencana, peternakan dan pertanian serta pariwisata. 

 
METODOLOGI 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sistem informasi harus dikelola sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengadakan informasi, 
mengelola dan mengkasesnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan action research, atau 
penelitian tindakan. Menurut Peter Reason dan Hilary Bardbury (2001), pada dasarnya riset tindakan 
adalah penelitian mengacu pada tindakan, refleksi, teori serta praktik. Selain itu penelitian diarahkan 
pada solusi praktis pada masalah yang menjadi perhatian banyak orang atau komunitas. Subjek 
penelitian adalah masyarakat di Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo. Dusun Pangukrejo adalah 
dusun satu-satunya di Umbulharjo yang masuk dalam Kawasan Rawa Bencana III dan menjadi 
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pos utama transportasi wisata menuju Lava Tour. Dusun Pangukrejo mempunyai total 700-an 
Kepala Keluarga, dan sebagiannya atau sekitar 400-an Kepala Keluarga memilih tetap tinggal di 
Kawasan Rawan Bencana III karena berbagai alasan. Sisanya tinggal di Hunian Tetap (Huntap) di 
Plosokerep. 

Teknik pengambilan data dengan menggunakan partisipasi, yakni dengan wawancara dan 
observasi. Pemilihan teknik pengambilan data ini cukup penting karena peneliti menggunakan 
pendekatan riset tindakan yang mempunyai ciri khas memproduksi secara praktis pengetahuan 
yang bermanfaat bagi masyarakat yang setiap hari bisa digunakan dalam kehidupan. 

 
PEMBAHASAN 

Dusun Pangukrejo adalah salah satu dusun di lingkup administrasi Desa Umbulharjo, Kabupaten 
Sleman. Sebuah dusun yang berjarak sekitar 7 Km dari puncak Gunung Merapi. Pada erupsi tahun 
2010 wilayah Dusun Pangukrejo tersapu awan panas begitu juga kampung Kinahrejo, rumah milik 
Mbah Marjina yang juga hancur oleh awan panas (muktaf, 2017). 

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran 
atau guguran batu (pijar), dan gas beracun. Kawasan ini hanya diperuntukan bagi gunung api yang 
sangat giat atau sering meletus. Pada kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian dan aktifitas 
apa pun (Budiani dan Nugraha, 2014:115; Giyarsih et al, 2014). 

 

 
Gambar 2. Kotak garis hitam dan tanda panah adalah lokasi Dusun Pangukrejo. Peta diambil dari 
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) terbit 2010. 

Sebagai kawasan yang dilarang untuk dihuni membuat pembangunan fisik seperti listrik, air, saluran 
air, irigasi hingga jalan tidak dibangun secara semestinya. Banyak jalan yang rusak karena tidak 
mendapatkan perhatian pemerintah, sementara pariwisata Lava Tour dan Kali Adem melewati 

kawasan tersebut. Pada tahun 2017 awal sempat terjadi konflik antara Dinas Pariwisata Sleman 
dengan masyarakat terkait legal formal Lava Tour terutama dalam pungutan retribusi. Lava Tour 
adalah wisata yang dibangun swadaya masyarakat, awalnya retribusi bagi masyarakat setempat 
digunakan sebagai pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan resiko mereka yang memilih 
menetap di Kawasan Raman Bencana III. Retribusi mandiri menjadi permasalahan utama, karena 
dianggap sebagai pungli sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 
2016. Tak lama kemudian konflik antara Dinas Pariwisata dan warga diselesaikan dengan 
kesepakatan bahwa retribusi menjadi hak Dinas Pariwisata sebagai penguasa kawasan, dan dibagi 
60% untuk warga dan 40% untuk Dinas Pariwisata. 60% tidak diberikan dalam bentuk uang, 
namun pembangunan infrastruktur di KRB III. Sedangkan pendapatan wahana Lava Tour masuk 
ke warga sepenuhnya. 

Letusan freatik pada tahun 2013 dan 2014 menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi 
masyarakat di KRB III. Diperkuat dengan letusan freatik di kawah Sileri Gunung Dieng pada 2 Juli 
2017. Wisata Dieng dan Lava Tour sama-sama merupakan wisata alam yang sangat rentan terjadi 
sesuatu yang tanpa terduga. 
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Membangun Kesadaran Sebelum membangun basis sistem informasi, hal yang harus dilakukan 
terlebih dahulu adalah membangun kesadaran atas kondisi lingkungan yang rawan akan bencana 
alam. Sadar akan kerentanan, kemudian membangun kapasitas sekaligus membangun 
ketahanan masyarakat atas bencana. 
Saat melakukan observasi serta wawancara warga di Pangukrejo, sebagian masyarakat masih 
menganggap bahwa resiko bencana masih sebatas pada bencana erupsi, tidak memikirkan juga 
resiko lain, misalnya seperti letusan freatik. Bencana sekunder setiap wilayah berbeda-beda, 
misalnya di sekitar sungai Kali Kuning maupun sungai Gendol bencana sekunder adalah lahar 
hujan. Dalam sebuah kesempatan Nur Cholik dari BPPTKG mengatakan bahwa letusan freatik 
memang tidak berbahaya, freatik adalah letusan yang hasilkan dari tekanan gas dalam kawah yang 
keluar karena terjadi perbedaan suhu. Jangkauan materialnya hanya sampai 200 meter saja. 
Namun yang menjadi berbahaya adalah saat warga maupun wisatawan tidak mengetahui hal 
tersebut, kemudian muncul kepanikan dan terjadi chaos di masyarakat. Subagyo mengatakan 
bahwa jika hari Sabtu dan Minggu, jumlah wisatawan di KRB III bisa sampai 3000 orang, ini 
bisa membuat kondisi kepanikan dan chaos jika penggerak wisata dan masyarakat di KRB III 
tidak mengetahui secara pasti kondisi tersebut. Belajar dari meletusnya kawah Sileri Gunung 
Dieng, kepanikan membuat sekitar 20 orang terluka karena tidak adanya peringatan dini letusan 
freatik. 

Ada banyak hal yang perlu dikondisikan secara mandiri bersama-sama warga tentang bagaimana 
membangun kesadaran bencana masyarakat di KRB III khususnya di Dusun Pangukrejo. 

 
Gambar 3. Diskusi bersama warga dan perwakilan pelaku wisata di KRB III tentang 

resiko bencana di Dusun Pangukrejo, 16 Oktober 2017 
 
Subagyo sebagai kepala dukuh Pangukrejo mempunyai ide untuk mengumpulkan masyarakat di 
Dusun Pangukrejo dan pelaku wisata untuk duduk bersama mendikusikan kondisi terbaru di wilayah 
KRB III. Diskusi dimulai pada malam hari tanggal 16 Oktober 2017. Mendatangkan perwakilan dari 
BPPTKG untuk menjelaskan tentang apa itu letusan freatik. Diskusi mulai membuka jalan untuk 
membangun kesadaran masyarakat tentang resiko-resiko yang nanti bisa saja terjadi. Berikut 
pemetaan resiko yang dihasilkan dari rapat tersebut; 

1. Letusan freatik adalah letusan yang tidak terprediksi. Tidak bahaya, namun bisa membuat 
masyarakat panik. 

2. Kondisi jalan yang tidak baik. 
Beberapa jalan tidak layak digunakan. Akan sangat menganggu jika melakukan evakuasi 
secara cepat. 

3. Modifikasi titik kumpul, yang awalnya kumpul di masjid, pindah ke pos parkir jeep wisata 
yang terdiri dari 9 pos di Dusun Pangukrejo. Perubahan ini karena mengacu pada 
kecepatan evakuasi. Beberapa masjid berada di jalan masuk yang sulit dilewati truk atau 
mobil secara cepat. 

4. Penggunaan jeep wisata sebagai alat evakuasi, selain motor dan mobil pribadi. Jeep wisata 
bisa menjadi sarana evakuasi karena kemampuan penjelajahannya yang bagus. 
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5. Jalan masih menyatu dengan jalur truk pasir, kecepatan evakuasi jadi melambat. Jalan 
evakuasi masih satu jalur dengan truk pasir. Truk pasir cukup menganggu dalam proses 
evakuasi. 

6. Kondisi wisatawan yang tidak terdeteksi jumlahnya. Akan terjadi kepanikan dan 
kebingungan dalam proses evakuasi jika terjadi letusan freatik. 

 
Pemetaan resiko ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah simulasi evakuasi dengan nama 
Simulasi Evakuasi Mandiri Dusun Pangukrejo. Sebagai awalan, simulasi hanya melibatkan driver 
jeep wisata dan masyarakat di pangukrejo, tidak melibatkan wisatawan. Hal ini dilakukan karena 
warga ingin melakukan terlebih dahulu untuk warga, setelah itu kemungkinan akan dilakukan 
kembali khususnya untuk wisatawan suatu hari nanti. 

Mempraktikan pengetahuan 

Pemetaan resiko menjadi kajian awal dalam membangun pengetahuan tentang bencana yang lebih 
praktis. Khususnya mengenal secara detail kerentanan pada masyarakat di KRB III dan kerentanan 
wisatawan. Pemahaman atas kerentanan bencana inilah yang kemudian menjadi rumusan dalam 
membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dibuatlah kemudian simulasi 
evakuasi mandiri di Dusun Pangukrejo. Fokusnya adalah pada simulasi terjadinya letusan freatik. 

 
 (a)                                                     (b) 

Gambar 4. (a) Persiapan simulasi evakuasi mandiri Dusun Pangukrejo dalam menghadapi letusan 
freatik. (b) Rencana aksi simulasi mandiri Dusun Pangukrejo. 

Simulasi ini disepakati pada hari Minggu tanggal 5 November 2017. Pemilihan hari minggu agar 
bisa juga mempengaruhi simulasi, karena pada hari minggu kondisi Lava Tour cenderung lebih 

padat dari hari-hari biasanya. Dimulai pada pukul 08.00 namun kemudian dimulai pada pukul 09.00. 

Pada simulasi tersebut dibuat dalam beberapa titik kumpul evakuasi warga seperti di parkiran besar, 
Merapi Jaya, Grinata, MLCC dan sebagainya, lalu dievakuasi ke barak pengungsian yang sudah 
disediakan di Plosokerep. Sebelah utara Desa Umbuharjo di wilayah KRB II. Dari kondisi letusan 
freatik hingga ke plosokerep membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. 
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(a)                                                                (b) 

Gambar 5. (a) proses persiapan simulasi evakuasi mandiri Dusun Pangukrejo, lokasi di bekas SDN 
Pangukrejo. (b) kondisi pengungsian di Barak Plosokerep. 

Simulasi berjalan cukup sukses dengan tidak ada kendala yang berarti. Masyarakat yang dilibatkan 
sekitar 200 orang. Masing-masing RT membawa 20 orang untuk simulasi tersebut. 

Evaluasi 

Simulasi evakuasi kemudian dievaluasi. Namun sayangnya evaluasi hanya dilakukan oleh para 
relawan dari mahasiswa dan pemerhati sosial, bukan dari masyarakat Pangukrejo yang terlibat 
langsung. Maka evaluasi pada dasarnya belum terkondisikan secara baik, walaupun ada rencana 
akan dilakukan evaluasi lagi yang melibatkan masyarakat langsung. 
Membuat Sistem Informasi 
Dari evaluasi yang dilakukan dan dengan melakukan analisa mendalam maka muncul kebutuhan 
informasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta media apa yang digunakan dalam 
membuat sistem informasi tersebut. Muncul kemudian ide penggunaan sistem informasi desa (SID) 
yang dimodifikasi menjadi pendukung kesiapsiagaan bencana dan pariwisata. Berikut bagan 
informasi yang dibutuhkan dalam kebutuhan sistem informasi desa dalam mendukung kesiapsiagan 
bencana dan pariwisata. 
 

Tabel 1. Kebutuhan dalam sistem informasi di Dusun Pangukrejo. 

 
 
Disepakati bahwa sistem informasi menggunakan medium internet agar semua warga bisa ikut 
mengakses dan bisa menjadi medium promosi Desa Umbulharjo dan dusun Pangukrejo khususnya. 
Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi 
oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses (Wahyono, 2006:133). 
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Internet menjadi teknologi informasi dan komunikasi yang praktis. Melalui jaringan internet, 
masyarakat tidak perlu harus datang ke kelurahan untuk mendapatkan informasi terkait urusan 
formal. Masyarakat cukup mengakses informasi tersebut melalui internet. Sistem Informasi Desa 
adalah bentuk dari implementasi UU Desa no. 6 tahun 2014. Bahwa sesuai dengan pasal 86; 

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang 
dikembangkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/kota. 

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan 
pembangunan Kawasan Pedesaan. 

3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput fasilitas perangkat 
keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. 

4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dat desa, data 
Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan 
Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan. 

5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh 
6. Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku 

kepentingan. 
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota untuk Desa. 
Pada dasarnya kebutuhan akan Sistem Informasi Desa adalah kebutuhan yang sudah 
dimandatkan oleh UU. Hanya saja penerapan Sistem Informasi Desa belum begitu maksimal, 
perlu adanya peran aktif masyarakat dalam mengaplikasikan program tersebut secara riil. Dengan 
menggunakan Sistem Informasi Desa, kebutuhan informasi warga dan pemerintah desa bisa 
dikelola dengan baik dan terbuka. Pada konteks Umbulharjo dan Pangukrejo khususnya ada 4 
kebutuhan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Desa. 

Pemilihan SID dengan nama umbulharjo-sleman.com, bukan fokus hanya pada 
Pangukrejo karena SID digunakan pada level desa, dan ini bisa digunakan nantinya untuk 
kebutuhan desa Umbulharjo dan bukan hanya Pangukrejo. Keberlanjutan Sistem Informasi Hal yang 
paling kritis dalam sistem informasi desa adalah pengelolaan dan keberlangsungan. Elanto 
Wijoyo pakar media komunitas dari Combine Resourse Institution mengatakan bahwa Sistem 
Informasi Desa mempunyai 5 prinsip kebermanfaatan, yakni prinsip transparansi, prinsip 
partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan (2018). Pengembangan SID dan prinsip 
partisipasi dan keberlanjutan menjadi tantangan tersendiri. Pembangunan SID di Pangukrejo 
dibantu oleh mahasiswa KKN UMY pada bulan Januari dan Februari dengan mengacu pada data-
data informasi yang sudah disediakan oleh dusun Pangukrejo. Namun karena waktu KKN terbatas, 
maka pengelolaan SID masih belum maksimal. Pengisian monografi masih mengantungkan 
mahasiswa KKN. Namun diharapkan target pengelolaan SID secara ideal akan jadi dalam kurun 
waktu satu tahun. 

 

Gambar 6. Muka dari website Sistem informasi Desa, Desa Umbulharjo, di alamat 
umbulharjo-sleman.com 

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dan dengan melakukan pengamatan, maka seperti dalam 
pendekatan literasi bencana menurut Brown et.al (2014) bahwa latar belakang personal maupun 



  

218 
 

masyarakat sangat mempengaruhi pemahaman seseorang dalam memahami resiko bencana atau 
memahami kerentanannya. Tidak hanya sebatas memahami, namun bagaimana warga atau 
personal dengan aktif mempraktikan pemahamannya sebagai bagian dari membangun 
kapasitasnya. Maka berikut model yang bisa dibuat terkait bagaimana literasi bencana dikelola 
menjadi bentuk kebutuhan informasi yang kemudian dibuat menjadi sistem informasi. 

 
KESIMPULAN 

Sistem Informasi Desa menjadi kebutuhan yang penting bagi berjalannya roda pemerintahan desa, 
sekaligus juga memberikan partisipasi warga untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Penelitian 
dan pengabdian masyarakat ini mempunyai kontribusi dalam kajian sistem informasi sebagai 
berikut; 

Pertama, sistem informasi berbasis kesiapsiagaan bencana memperlukan partisipasi besar 

masyarakat, maka dibutuhkan fasilitator yang mampu secara langsung berpartisipasi supaya sistem 
informasi untuk kesiapsiagaan bencana berjalan secara semenstinya. Kedua, sistem informasi 
dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dilingkungan desanya, maka dibutuhkan stimulus 
berupa pengetahuan dan pemahaman warga supaya warga mampu membangun kebutuhan-
kebutuhan informasi sendiri yang lalu dibangun dalam sistem informasi. Ketiga, terwujudnya sistem 
informasi adalah bagian dari peran masyarakat dalam membangun good governance ditingkat desa 
sekaligus juga dalam penelitian ini membangun literasi bencana warga di dusun Pangukrejo dan 
sekitarnya. 
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